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Abstrack

The zoning system is one of the state's guidelines for new student
admissions and is a zoning system. The implementation of the zoning system has
been carried out in stages since 2016, starting with the use of zoning for the
administration of national exams. The zoning system was first introduced at
PPDB in 2017 and refined in 2018. This system has a positive effect by making it
easier for prospective students to study close to where they live. However, in its
implementation there are still obstacles. This problem is inseparable from the
lack of public knowledge and information about PPDB zoning. This research is
qualitative and collects data in the form of interviews and document research.
The purpose of this study was to find out how the Pekanbaru City Education
Office implemented a zoning system policy on PPDB at SMPN 4 and SMP N 5
Pekanbaru in 2019. The results show that this is. The zoning policy for SMPN 4
and SMPN 5 Pekanbaru, Pekanbaru is still not optimal. This is reflected in the
lack of public understanding of the zoning system, and the lack of socialization
during PPDB. This results in a lack of zoning information in the PPDB for the
community.
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional suatu
negara tidak luput dari peran serta di
bidang pendidikan. Peningkatan mutu
pendidikan merupakan harapan setiap
bangsa, tak terkecuali  dengan
Indonesia. Dalam sebuah  sistem
pendidikan nasional, peserta didiknya
merupakan semua warga negara. Ada
berbagai cara yang diaplikasikan Dinas
Pendidikan dalam menerima murid
baru, salah satunya melalui sistem
zonasi.

Pada tahun 2017, kebijakan
zonasi pertama kali dikeluarkan oleh
Muhadjir Effendi selaku Kemendikbud.
Beliau menuturkan akan memunculkan
perubahan baru di bidang pendidikan
dengan mengimplementasikan  jalur
zonasi. Dalam PPDB terdapat 3 sistem
pendaftaran diantaranya : zonasi,
prestasi, dan perpindahan tugas orang
tua/ wali.

Sistem zonasi ini mewajibkan
calon siswa untuk bersekolah di
sekolah dalam radius terdekat dari
tempat tinggal mereka. Sistem zonasi
bertujuan untuk pemerataan siswa di
seluruh  sekolah yang ada dan
menghilangkan sekolah favorit.
Pekanbaru menjadi kota yang telah
menerapkan sistem zonasi.

Meskipun sistem zonasi sudah
berjalan sejak tahun 2017 hingga
sekarang, namun terdapat adanya
beberapa masalah yang terjadi. Dimulai
dari masyarakat yang belum paham
akan makna zonasi, pada SMPN 4
Pekanbaru  terdapat  permasalahan
pengadaan domisili, dimana orang tua
CPD tidak mendapat surat domisili dari
lurah. Sedangkan pada SMP Negeri 5
Pekanbaru, orang tuaCPD

mendaftarkan anaknya dengan domisili
yang baru beberapa hari diterbitkan.
Kurangnya sosialisasi PPDB sistem
zonasi, seperti Pada SMPN 4 dibentuk
tim humas yang akan memberikan
informasi kepada masyarakat. Kemudian
pada SMPN 5 sosialisasi yang dilakukan
secara lisan tidak ada, lalu informasi
hanya dari spanduk saja selebaran yang
di letakkan di depan sekolah.

Berangkat dari latar belakang dan
fenomena-fenomena di atas, penulis
ingin  melaksanakan riset  berjudul:
Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi
Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di
SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 5
Pekanbaru Oleh Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru Tahun 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan permasalahan
yang mendasari dilakukannya riset ini
dapat dikemukakan kedalam pertanyaan
penelitian :

1. Bagaimana implementasi kebijakan
sistem zonasi oleh Dinas Pendidikan
dalam Penerimaan Peserta Didik Baru
di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri
Kota Pekanbaru Tahun 2019 ?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat
dalam suatu implementasi kebijakan
sistem zonasi oleh Dinas Pendidikan
dalam Penerimaan Peserta Didik Baru
di  SMP Negeri 5 dan SMP Negeri
Kota Pekanbaru Tahun 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Riset ini dilakukan dengan tujuan

untuk mencapai :

1 Memahami implementasi sebuah
kebijakan sistem zonasi oleh
Dinas Pendidikan dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru di
SMP Negeri 5 dan SMP Negeri
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Kota Pekanbaru Tahun 2019.

2 Untuk mengetahui beberapa
faktor-faktor penghambat dalam
implementasi kebijakan sistem

Tujuan kebijakan publik adalah
untuk mencapai kepentingan publik
dari ketetapan yang telah diatur
lembaga pemerintahan.

zonasi oleh Dinas Pendidikan
dalam  Penerimaan  Peserta
Didik Baru di SMP Negeri 5
dan  SMP  Negeri  Kota
Pekanbaru Tahun 2019.

Anderson  mengkategorikan
kebijaksanaan pemerintahan dalam 2
kategori:  substantif,  berkaitan
dengan perihal kewajiban lembaga
pemerintahan,  kemudian  yang
berkaitan dengan sasaran dan
1.4. Manfaat Penelitian tatacara pelaksanaan kebijaksanaan

Riset yang dilakukan bermanfaat yang telah ditetapkan disebut
baik dalam kategori theoretical dan dengan prosedural. Sehingga dapat
practical diantaranya : disimpulkan segala ketetapan yang

1 Kategori theoretical, riset ini telah dibuat oleh kelembagaan
berguna dalam mendeskripsikan pemerintahan disebut  dengan

dengan kebijakan publik.
baik  permasalahan
penelitian, mempermudah 2. Implementasi Kebijakan

pemahaman, dan memperluas Abdul  Wahab  menjelaskan
ilmu yang diperoleh penulis implementasi kebijakan pada
selama mengenyam  bangku dasarnya merupakan pelaksanaan
pendidikan. keputusan-keputusan yang berupa
2 Kategori practical, riset ini undang-undang, tetapi keputusan-
berguna dalam menyampaikan keputusan tersebut juga dapat berupa
informasi ke individu atau perintah atau keputusan eksekutif.

kelompok lain berkepentingan. George C. Edwards Il
Serta dapat menambah memberikan serta mempertimbangkan
pengetahuan untuk membantu 4 elemen yang memepengaruhi

memperluas ilmu pengetahuan. implementasi kebijakan publik yakni :
communication, Sumber Daya Alam
mauun Manusia, tatacara bertingkah

laku, beserta bureaucratic structure.

KERANGKA TEORI
1 Kebijakan

Ndraha menjelaskan bahwa
kata “kebijakan” berasal dari kata
“policy”. Ini berarti bahwa pilihan-
pilihan terbaik yang  mengikat
secara formal dibuat dalam
kemampuan  pihak-pihak  dan
lembaga-lembaga yang terlibat.

Anderson, mengatakan
bahwa kebijakan berupa tindakan
yang memiliki tujuan dilakukan
oleh satu pihak atau lebih untuk
memecahkan permasalahan.

2.1. Sistem Zonasi Dalam Penerimaan

Peserta Didik Baru

Tatacara menerima murid baru yang
didasarkan atas domisili masing-masing
disebut dengan jalur zonasi. Sistem
zonasi tersebut dimuat dalam Peraturan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
No. 14 Tahun 2018; No. 51 Tahun 2018
: N0.20 Tahun 2019 dan No. 20 Tahun
2019 terkait Perubahan Atas Peraturan
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 51 Tahun 2018 Tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah  Atas, dan  Sekolah
Menengah Kejuruan.

Dari ketetapan Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan No. 20
tahun 2019 terkait penerimaan peserta
didik baru harus mematuhi beberapa
ketentuan diantaranya lembaga
pendidikan hanya boleh menerima
80% peserta didik dari kapasitas
sekolah melalui jalur zonasi kemudian
15 % berasal dari sistem prestasi
sedangkan sisanya 5% berasal dari
peserta didik yang orang tuanya
mengalami  pindah tugas. Calon
Peserta Didik Baru diperbolehkan
mendaftar di sekolahan melalui ketiga
sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
yang sudah ada. Serta alamat harus
sesuai  dengan  kartu  keluarga
diterbitkan satu tahun sebelum PPDB
berlaku.

2.2. Tata Cara Penerimaan Peserta

Didik Baru

Tata cara menerima CPD

diantaranya :

a. Menerima CPD dilaksanakan
dalam  jaringan  (daring)
dengan memperhatikan
kalender pendidikan.

b. Pelaksanaan PPDB ini berlaku
mulai 1 hingga 8 Juli 2019.

C. Sekolah yang dikelola
pemerintah  daerah secara
terbuka wajib memberikan
informasi PPDB  tentang
persyaratan, seleksi, daya
tampung sekolah, biaya, dan
hasil PPDB pada papan
pengumuman sekolah dan
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media lain.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di

SMPN 4 Pekanbaru, SMPN 5

Pekanbaru, dan Dinas Pendidikan
Kota Pekanbaru. Alasan memilih

penelitian di sini karena terdapat
sebuah masalah terkait kebijakan
sistem zonasi di Kota Pekanbaru
seperti masyarakat kurang

memahami sistem zonasi, dan
kurangnya sosialisasi yang

dilakukan.

3.2 Informan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam
riset yaitu purposive sampling,
menarik sampel dengan pilihan

tertentu untuk pemilihan informan.

1. Kasi Kurikulum SMP 2019
2. Kasi Kesiswaan SMP

3. Waka Kurikulum SMPN 4
Pekanbaru

4. Panitia PPDB SMPN 5
Pekanbaru

5. Panitia PPDB SMPN 5
Pekanbaru

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Primary Data (Data Primer)
Berkaitan dengan cara
memperoleh data riset yaitu
dilalukan secara serta merta saat
riset berlangsung. Riset ini
bermaksud untuk
mengumpulkan informasi dari
wawancara dilapangan.

b. Secondary Data
(Data Sekunder)

Berkaitan dengan studi liteartur
sebelumnya maupun hasil riset
terdahulu seperti lewat
dokumen maupun orang lain
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yang bersangkutan.

3.4 Teknik Analisis Data

Sugiyono mengatakan, analisa
dilakukan untuk memperoleh dan
mengorganisir  pendaatan secara
sistematis melalui proses tanya
jawab kepada narasumber, data dari
lapangan, serta  documentation
pengelompokkan data,mendeskripsi
kannya dalam satuan-satuan
melakukan sitensa, dan menyusun
dalam pola.

Dalam suatu penelitian ini,
data diolah dengan menggunakan
metode kualitatif yaitu penjelasan
faktual, analisis, pengorganisasian,
dan pengumpulan data yang
didapatkan dari lokasi penelitian.
Saat penelitian berIngasung,
landasan teori penelitian merupakan
hal yang penting. Alasan ini berguna
sebagai gambaran latar belakang
dan sumber untuk membahas hasil
penelitian. Pada suatu penelitian
kualitatif, peneliti memulai dengan
data dan menggunakan teori sebagai
bahan penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan
Sistem Zonasi dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru
di SMP Negeri 4 dan SMP
Negeri 5 Pekanbaru Oleh Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru
Tahun 2019

Terkait sistem zonasi dalam
menerima CPD Pekanbaru diatur
dalam ketetapan Walikota
Pekanbaru No. 80 Tahun 2019
terkait Ketentuan dalam menerima
CPD tingkat TK, SD, SMP,

JOM FISIP Vol. 9: Edisi II Juli - Desember 2022

maupun  SMA di  Pekanbaru
2019/2020, seleksi CPD kelas VII
(tujuh) SMP/MTS sederajad
dilakukan dalam beberapa ketentuan
yaitu :

a. Lokasi sekolah dengan tempat
tinggal CPD sesuai dengan
sistem zonasi yang telah
ditetapkan.

b. Berusia maksimal 15 tahun
pada 1 Juli 2019

c. Memiliki ljazah tamatan
Sekolah Dasar atau bentuk surat
lain yang menyatakan CPD
sudah lulus dari tingkatan
sekolah sebelumnya.

d. Mempunyai  prestasi  yang
diakui lembaga pendidikan.

Sistem zonasi dapat
menampung minimal 90% dari
kapasitansi sekolahan kecuali SMPN
1, 4, 5, 10, dan 14 paling banyak
80%. Perlu memperhatikan jumlah
kapasitas yang tersedia. Hal ini
sesuai dengan ketersediaan sejumlah
anak usia sekolah.

Kemudian jalur prestasi paling
banyak 5%, kecuali kecuali SMPN
1, 4, 5, 10, dan 14 paling banyak
15%. Pada jalur prestasi dibuktikan
menggunakan hasil penghargaan
maupun perlombaan pada bidang
akademik juga non akademik.

Penerimaan CPD jalur zonasi
yang orang tuanya pindah tugas
hanya boleh 5% nya saja. Jalur ini
ditunjukkan menggunakan surat
penugasan menurut instansi
maupun  kantor  asal. Lalu
melampirkan  surat  informasi
domisili menurut kelurahan.

Proses penerimaan CPD jenjang
Sekolah Menengah Atas maupun
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sederajad  menerapkan  sistem
dalam jaringan (online).
Berdasarkan  wawancara  yang
dilakukan di SMPN 4 dan SMPN 5
Pekanbaru dalam PPDB juga
sudah menggunakan sistem online.

4.2 Faktor-Faktor Penghambat
Dalam Implementasi Kebijakan
Sistem Zonasi dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru
di SMP Negeri 4 dan SMP
Negeri 5 Pekanbaru Oleh Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru
Tahun 2019

4.2.1 Komunikasi

Dengan adanya
komunikasi, maka penyampaian
informasi yang dilakukan oleh
suatu orang maupun organisasi
dalam  penerapan  kebijakan.
Komunikasi ini memiliki tujuan
agar proses kebijakan berjalan
lancar serta menghindari hambatan
serta masalah dalam prosesnya

Pada SMP Negeri 4 dilakukan
adanya komunikasi dengan
membuat panitia khusus bagian
humas yang akan menjelaskan
kepada masing-masing individu
dan juga adanya pemasangan
spanduk di depan sekolah terkait
informasi PPDB. Kemudian pada
SMP Negeri 5 tidak adanya
sosialisasi secara lisan. Namun
informasi dari sekolah tetap ada
baik dari spanduk mengenai
PPDB, maupun Kkontak person
sekolah. Jika informasi yang
diberikan kurang, maka

dalam informasi PPDB yang
diberikan sekolah.

4.2.2 Sumber Daya

Jika sumber daya kurang maka
proses implementasinya menjadi
kurang efektif. Sumber daya yang
sudah sesuai dengan kepentingan
akan menjadikan implementasi
berjalan sesuai dengan keinginan.

Pada SMPN 4 tidak adanya
mengalami  kekurangan — murid,
bahkan dari tahun lalu pun tidak
pernah  mengalami  kekurangan
murid. Sehingga mengakibatkan
banyaknya pendaftar yang ingin
mendaftarkan dirinya ke sekolah.
Namun mengakibatkan banyaknya
CPD vyang tidak diterima di
sekolah tersebut karena sekolah
tersebut

sudah memenuhi kuota dan daya
tampung sekolah.

Berbeda dengan SMPN 5,
justru  mengalami  kekurangan
murid pada salah satu jalur PPDB
yang telah di tetapkan. Namun
pada jalur zonasi justru mengalami
kelebihan pendaftar. SMP Negeri 5
sempat mengalami  kekurangan
pendaftar pada salah satu jalur
dalam PPDB. Sehingga dibuka
gelombang kedua untuk mengisi
salah satu jalur yang mengalami
kekurangan dari daya tampung
tersebut. Kemudian tentu saja tetap
berdasarkan dan menunggu arahan
dari dinas pendidikan.

4.2.3 Disposisi

Sikap pelaksana berkaitan

pemahaman masyarakat/ orang tua dengan  karakteristik  pelaksana

L . dalam proses implementasi

CPD menjadi terbatas. Tentu saja . .
hal ini menjadi kurang efektif kebijakan yang dlla_kukan. K_arakter
tersebut seperti kejujuran,
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demokratis, komitmen dan lain
sebagainya. Sikap pelaksana tentu
dapat menentukan arah dalam
proses implementasi kebijakan.

Pada SMPN 4 untuk
permasalahan zonasi tidak ada.
Namun hanya saja surat domisili
yang dimiliki orang tua CPD baru
tidak sesuai dengan tempat tinggal
saat itu. Dikarenakan ia masih
menggunakan  surat  domisili
dengan alamat rumah yang lama.
Tentu hal ini tidak sesuai dengan
aturan dalam pelaksanaan PPDB.
Pada SMPN 5 Orang tua calon
peserta didik menggunakan cara
agar anaknya dapat diterima di
sekolah tersebut. Cara tersebut
yaitu dengan membuat surat
domisili yang belum tepat 1 tahun
pada saat melakukan pendaftaran.
Hal ini tentu tidak diterima
sekolah karena tidak sesuai aturan
yang telah ditetapkan.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki
aspek yakni struktur organisasi
dan mekanisme pelaksana itu
sendiri. Pada proses pelaksanaan
PPDB, panitia PPDB berperan
penting dalam proses
pelaksanaannya. Panitia PPDB
menentukan proses PPDB berjalan
baik atau tidak.

Pada SMPN 4 panitia
dalam PPDB berjumlah 17 (tujuh
belas) orang, dimulai dari kepala
sekolah, wakil kepala sekolah,
bagian kurikulum, tata usaha,
bendahara, dan guru lainnya.
Dengan banyaknya jumlah panitia
pada PPDB dinilai cukup efektif
dalam proses pelaksanaan PPDB
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itu sendiri. dinas memanggil 2 (dua)
orang perwakilan yang akan
mewakili sekolah. Biasanya yang
dipanggil tersebut kepala sekolah
dan operator sekolah. dapat dilihat
panitia dalam pelaksanaan PPDB
sejumlah 10  (sepuluh) orang,
dimulai dari kepala sekolah, wakil
kepala sekolah, staff TU, dan guru
lainnya.

Pada SMPN 5 tidak ada
pelatihan khusus, tetapi adanya
pertemuan saja. Namun diskusi
sesama panitia justru ada. Sosialisasi
yang dilakukan hanya berupa
pertemuan saja. Justru tidak ada
pelatihan khusus mengenai PPDB
zonasi yang dilakukan.

PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang
sudah dijelaskan diatas tentang

“Implementasi Kebijakan
Sistem Zonasi dalam Penerimaan
Peserta Didik Baru di SMP Negeri 4
dan SMP Negeri 5 Pekanbaru oleh
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
Tahun 2019~ maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :

Kebijakan dalam menerima
CPD sistem Zonasi diatur pada
ketetapan ~ Kemendikbud  No.20
Tahun 2019. Dalam pelaksanaan
PPDB jalur zonasi tahun 2019 di
SMPN 4 dan SMPN 5 Pekanbaru
menimbulkan berbagai
permasalahan. Minimnya
pemahaman masyarakat tentang
zonasi PPDB. Pada SMPN 4 tentang
pengadaan domisili, dimana orang
tua CPD mendaftar dengan alamat
tinggal dahulu. Pada SMP 5, orang
tua CPD mendaftarkan anaknya
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dengan menggunakan surat
domisili yang baru dibuat. Hal ini
menunjukkan masih banyaknya

masyarakat yang kurang
pemahaman dalam zonasi dalam
PPDB.

Kemudian untuk sosialisasi,
di SMPN 4 membuat tim humas
yang  memberikan  informasi
perindividu.  Sedangkan  pada
SMPN 5 informasi hanya dari
spanduk dan kontak person. Hal
ini tentu saja membuat masyarakat
kebingungan pada saat PPDB
berlangsung. Selanjutnya pada
SMPN 4 tidak pernah kekurangan
kuota pendaftar dalam PPDB,
sedangkan SMPN 5 sempat
mengalami kekurangan pada salah
kuota dalamPPDB. Hal ini
disebabkan banyaknya pendaftar
yang ingin mendaftarkan diri
melalui kuota zonasi, sehingga
overload. Sedangkan kouta lain
malah  mengalami  kekurangan
pendaftar.
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